BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 4Y4S-4Y/g03 tahun ¢011
TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Penggunaaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
menyebutkan Besaran alokasi Dana  Kapitasi
ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala
Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan
Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan alokasi
dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2017,

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupaty;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 058,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4573);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan
dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
761);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU . Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2017.



KEDUA . Alokasi Dana Kapitasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa
pelayanan kesehatan Pusat Keschatan Masyarakat
(Puskesmas) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh
persen); dan

b. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan
biaya operasional pelayanan kesehatan pada
Puskesmas ditetapkan sebesar:

1. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
sebesar 20% (dua puluh persen);

2. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
sebesar 20% (dua puluh persen).

KETIGA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Sukohar)jo
pada tanggal 5 Januari o7

BUPATI SUKOHARJO,

_A  WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1.

2.

Sekretaris Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo.




